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ABSTRAK 
CINDRA (B 111 12 048), Penegakan Keamanan dan Ketertiban dari 
Sisi Administrasi Negara di Kota Makassar, di bawah bimbingan 
Achmad Ruslan sebagai Pembimbing I dan Anshori Ilyas sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dari fungsi Kepolisian 
dan Pemerintah Daerah  dalam penegakan keamanan dan ketertiban dari 
sisi administrasi Negara dan untuk mengetahui sejauhmana penanganan 
penegakan keamanan dan ketertiban oleh pihak Kepolisian dan 
Pemerintah Daerah dari sisi administrasi negara di kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar yaitu pada kantor 
Polrestabes selaku pengemban fungsi Kepolisian di daerah dan di kantor 
Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini diwakili oleh Satuan 
Polisi Pamong Praja. Penulis melakukan wawancara dengan Perwira 
Urusan Hukum pada Polrestabes dan Kepala Bidang Penegakan 
Perundang-Undangan Daerah serta  data-data lain yang diperoleh melalui 
kepustakaan yang relevan yaitu literature, dokumen-dokumen serta 
peraturan perudang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang 
diangkat. 
Berdasarkan analisis  terhadap fakta dan bahan tersebut, maka penulis 
berkesimpulan bahwa Penanganan penegakan keamanan dan ketertiban 
yang dilakukan oleh Kepolisian di daerah kota Makassar dalam hal ini 
Polrestabes Makassar bersama dengan Pemerintah Daerah Kota 
Makassar didasarkan pada koordinasi dalam kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan baik oleh Kepolisian maupun oleh Pemerintah Daerah Kota 
Makassar  tanpa adanya ikatan tegas terkait  kesamaan kewajiban dalam 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban di kota Makassar. 
Kata Kunci: Keamanan dan Ketertiban 
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DAFTAR PUSTAKA
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Cita negara merupakan bentuk kristalisasi dari cita-cita seluruh 
rakyat, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang mencita-citakan 
suatu pencapaian tertinggi yang mencerminkan keadilan, ketertiban dan 
kesejahteraan. Seluruh rakyat tidak ingin dibeda-bedakan dalam 
pemenuhan haknya, itulah keadilan.Seluruh rakyat tidak ingin hidup dalam 
dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban.Seluruh rakyat 
ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah 
kesejahteraan1. Namun, setiap negara memilih jalan masing-masing untuk 
mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu 
tercipta perbedaan pandangan hidup dan ideologi setiap negara. 
Di Indonesia, pandangan hidup bangsa yang pluralistik tertuang 
dalam Dasar Negara Republik Indonesia yakni “Pancasila”. Sebagai 
falsafah hidup, Pancasila yang dianggap sebagai kenyataan, nilai-nilai dan 
norma-norma  yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, 
paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia2 
                                                          
 1 Tim Ario Husein Jayadiningrat, 2015, Naskah Akademik  Rancangan Undang-
Undang Percepatan Pembangun Daerah Tertinggal yang dipresentasikan pada Social 
Science In National Law Competition 2015 di Universitas Indonesia., Hlm. 110 
 2 Sukarno Aburaera, 2010, Filsafat Hukum dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan 
Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran, Makassar, Pustaka Refleksi., Hlm. 45 
2 
sebagaimana yang tertuang dalam kelima silanya. Dimana meletakkan 
sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima, hal 
ini memberi penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima 
Pancasila tersebut, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak 
dicapai. Dimana jika dikaitkan dengan “kesejahteraan”, maka “keadilan” 
yang dimaksud dalam sila kelima Pancasila inilah yang menjadi instrumen 
terciptanya kesejahteraan, yang secara sederhana dapat dipahami 
dengan semboyan “Perwujudan kesejahteraan rakyat melalui keadilan 
sosial”. Dengan demikian, maka sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia” ini merupakan suatu “core values” negara kesejahteraan 
(welfare state),3atau Pancasila sebagai philosofische grondslag atau 
sebagai weltanschauung.4 
Selain sebagai falsafah bangsa, Pancasila juga merupakan cita-cita 
dan tujuan bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam Pidato Presiden 
Jenderal Soeharto di depan sidang DPR-GR pada Tanggal 16 Agustus 
1976 yang menyatakan bahwa “cita-cita luhur negara kita, tegas dimuat 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD Tahun 1945)”. 
Pembukaan UUD Tahun 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi 
yang kemudian terkristalisasi dalam bentuk Pancasila. Dengan demikian 
maka Pancasila juga dipandang sebagai cita dan tujuan 
negara.Sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan 
                                                          
 3Ibid., Hlm. 394 
 4 Rahmat Hidayat, 2014, “Ideologi Pancasila Dalam Implementasi Pemerintahan 
di Indonesia”, http://repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20CD.pdf?...1, [Diunduh tanggal 
01 Maret 2015] 
3 
UUD Tahun 1945, yang menghendaki agar kemerdekaan individu, 
kemerdekaan bangsa, peri kemanusian, keadilan sosial dan perdamaian 
sosial yang bermuara pada kesejahteraan bangsa, dapat tercapai. 
 Kesejahteraan bangsa hanya dapat tercapai bilamana hukum 
sebagai penunjang dapat berfungsi sesuai mestinya. Hal ini tentu 
mengisyaratkan bahwa hukum sebagai a tool of social control pada suatu 
negara dengan konsep negara hukum (rechtsstaat), di pandang sebagai 
salah-satu alat pengendali atau pengontrol sosial dalam hal ini tingkah 
laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, 
tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan lainnya. Menurut Achmad Ali, 
terlaksana atau tidaknya suatu fungsi hukum sebagai alat pengendali 
sosial, ditentukan oleh dua hal yakni faktor aturan hukumnya sendiri dan 
faktor pelaksanaan (organ) hukumnya5. Sehubungan dengan fungsi 
hukum sebagai pengendali sosial, dimana fungsi hukum tersebut dapat 
dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud 
kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh “the ruling class” tertentu atau 
suatu “elit”6. 
Pelaksana fungsi hukum sebagai pengendali sosial dalam tatanan 
kenegaraan Indonesia diamanatkan kepada pihak Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Kepolisian NRI). Yang mana sejak ditetapkannya 
Perubahan Kedua UUD RI Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan 
                                                          
 5 Ibid 
 6 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan 
Sosiologis), Jakarta, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Hlm. 89 
4 
negara, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI 
No.VII/MPR/2000, secara tegas pemisahan TNI dengan Kepolisian NRI, 
diatur dalam Pasal 1 Tap MPR No.VI/MPR/2000 bahwa TNI dan 
Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan 
fungsi masing-masing7. Dimana TNI sebagai alat negara yang berperan 
dalam pertahanan negara  dan Kepolisian NRI sebagai alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan. 
Kewenangan Kepolisian tersebut juga dengan sangat jelas 
diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa  
Kepolisian NRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat serta menegakkan hukum.  Kewenangan tersebut 
mengisyaratkan kepada Kepolisian NRI sebagai salah satu palaksana 
tugas pemerintahan untuk  berperan aktif dalam menjalankan fungsi 
tersebut. Fungsi Kepolisian sendiri, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI. Pasal tersebut mengatur  
bahwa Kepolisian NRI  sebagai salah-satu pelaksana fungsi pemerintahan 
di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 
hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Kesemua hal tersebut bertitik tumpu pada terpeliharanya keamanan dan 
ketertiban dalam negeri. Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai 
format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam 
                                                          
 7 Penjelasan Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI., 
Hlm. 32 
5 
perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan 
melayani masyarakat.8  Untuk dapat menjalankan fungsi Kepolisian, 
berdasarkan tugas yang diamanatkan tersebut maka diadakanlah 
pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, 
karena itulah di bentuk organisasi polisi yang bertugas di daerah dalam 
satuan tertentu yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan 
dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang 
melakukan suatu tindak pidana di  suatu daerah.  
Namun demikian, pembagian tugas pada satuan Kepolisan tersebut 
belum menjadi jaminan untuk dapat terpenuhinya fungsi dari Kepolisian 
sendiri. Dalam artian keamanan dan ketertiban yang diharapkan belum 
merepresentasikan dari apa yang semestinya terdapat pada suatu negara 
rechtsstaat. Hal ini tentunya membutuhkan sinergitas dan kerjasama 
antara pihak Kepolisian sebagai pelaksana utama dan Pemerintah Daerah 
sebagai penunjang terciptanya keamanan dan ketertiban dalam suatu 
lingkungan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keamanan dan 
ketertiban dalam hal ini ketertiban umum merupakan urusan konkuren 
yang termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar. Maka pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh pihak Kepolisian 
                                                          
 8Ibid., Hlm. 1-2 
6 
dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman 
kepada masyarakat. 
Terkait dengan tugas yang sama yang dimiliki oleh kedua organ 
Negara tersebut  dipandang akan mengurangi  dan menurunkan tingkat 
pelanggaran keamanan dan ketertiban yang ada. Namun faktanya, 
sebagaimana yang terjadi kota Makassar berdasarkan data yang 
diperoleh sepanjang Tahun 2015, sedikitnya 133 kasus begal atau 
pencurian dengan kekerasan yang ditangani Kepolisian dengan jumlah 
tersangka sebanyak 191 orang. Dimana dari 133 pengungkapan kasus 
begal tersebut, penyidik Kepolisian telah melakukan pelimpahan berkas 
P21 sebanyak 48 kasus, dengan jumlah tersangka 61 orang. Sementara 
penyelidikan, 64 kasus dengan jumlah tersangka 130 orang, kata Wakasat 
Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Tri Hambodo yang dikutip dalam 
Ujung Pandang Ekspres pada tanggal 30 September 20159. Dalam 
sumber yang sama  dijelaskan  bahwa dari total pelaku begal yang ada 
tersebut 70 persennya adalah anak-anak. Jumlah ini tergolong tinggi 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta menurut beberapa pihak 
tingginya kasus begal di kota Makassar dikarenakan lambannya 
penanganan dari pihak Kepolisian dan kurang tanggapnya pemerintah 
kota Makassar dalam memberikan rasa aman kepada warganya. 
Fenomena inilah yang melatar belakangi Penulis untuk meneliti 
                                                          
 9 Mas Jaya, 2015, Dalam berita online tertanggal 30 September 2015: Sudah 133 
Kasus Begal di Makassar, http://upeks.co.id/smart-city/sudah-133-kasus-begal-di-
makassar.html [Diakses pada tanggal 3 November 2015, Pukul 13.26] 
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sejauhmana eksistensi dari fungsi Kepolisian dan Pemerintah Daerah  
dalam menciptakan rasa aman bagi warganya. 
 
B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkat rumusan 
masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana eksistensi fungsi Kepolisian dan Pemerintah Daerah  
dalam penegakan keamanan dan ketertiban dari sisi administrasi 
negara? 
2. Sejauhmana penanganan penegakan keamanan dan ketertiban oleh 
pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah dari sisi administrasi negara 
di kota Makassar? 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui eksistensi dari fungsi Kepolisian dan Pemerintah 
Daerah  dalam penegakan keamanan dan ketertiban dari sisi 
administrasi negara; 
2. Untuk mengetahui sejauhmana penanganan penegakan keamanan 
dan ketertiban oleh pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah dari sisi 
administrasi negara di kota Makassar. 
 
 
 
8 
D. Manfaat Penulisan 
1. Secara teoritis diharapkan  penelitian ini dapat bermanfaat dalam 
pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negaradan dapat menambah 
khasanah literatur ilmu hukum bagi masyarakat akademis yang 
mendalamiHukum Administrasi Negara; dan 
2. Secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 
dalam menilai fungsi suatu lembaga/organ terkhusus Kepolisian 
NRIdan bagi apapun dan siapapun yang terkait dengan pembahasan 
dalam penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kepolisian  
 Kepolisian di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimana 
sejak reformasi tahun 1998 Kepolisian NRI, yang semula merupakan satu 
kesatuan dengan Tentara Negara Indonesia (TNI),   dipisahkan melalui 
Tap MPR No. VI/MPR/2000. Secara tegas pemisahan TNI dengan 
Kepolisian NRI diatur dalam Pasal 1 Tap MPR No.VI/MPR/2000 yang 
mana mengatur bahwa TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan 
terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam Pasal 2 
Tap MPR No. VI/MPR/2000 mengatur bahwa TNI sebagai alat negara 
yang berperan dalam pertahanan negara  dan Kepolisian NRI sebagai alat 
negara yang berperan dalam memelihara keamanan, serta dijelaskan 
bahwa dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan 
keamanan TNI dan Kepolisian NRI harus saling membantu. Selanjutnya, 
sebagai tindak lanjut dari Tap MPR No.VI/MPR/2000 maka dikeluarkan 
Tap MPR No.VII/MPR/2000 khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menetapkan 
peran TNI dan Kepolisian NRI ditetapkan dengan ketetapan MPR. 
Sehingga Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 tersebut mangatur lebih rinci 
dan jelas terkait perbedaan peran TNI dan Kepolisian NRI secara 
kelembagaan.  
 Pembagian kewenangan tersebut kembali ditegaskan pada 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI yang 
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didasarkan pada perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan 
yang menegaskan bahwa pemisahan kelembagaan tersebut sesuai 
dengan peran dan fungsi masing-masing diharapkan akan lebih 
memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Kepolisian NRI sebagai bagian integral dan reformasi 
yang menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam 
mewujudkan masyarakat madani yang adil dan beradab berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
194510. 
 
1. Pengertian “Polisi” dan “Kepolisian” 
 Berdasarkan waktu dan tempat perkembangannya, penggunaan 
istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung 
dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, 
seperti di Inggris menggunakan istilah “police”, di Jerman “Polizer”, di 
Belanda “politie”, dan di Amerika Serikat menggunakan istilah 
“sheriff”.11Pada awalnya istilah“polisi” berasal dari bahasa Yunani 
“Politeia” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota12. Kata ini pada 
mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara 
                                                          
 10 Ibid 
 11 Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, 
Yogyakarta, LB Laks Bang., Hlm. 38 
 12Pada abad sebelum masehi, Negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak hanya 
menyangkut pemerintahan tetapi juga menyangkut urusan-urusan keagamaan. Namun 
setelah agama nasrani  berkembang di Yunani pengertian polisi dipersempit hanya pada 
tataran pemerintahan kota tidak mengikutkan lagi urusan agama. 
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dari kota Athene, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” 
yang digunakan untuk menyebut “semua usaha kota”13.  
 Dalam Encyclopedia and Social Scienceistilah polisi meliputi bidang 
fungsi, tugas yang luas yang digunakan untuk menjelaskan berbagai 
aspek pengawasan keseharian umum. Dengan kata lain polisi diberikan 
pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan 
ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari 
tindakan yang melanggar hukum.14 
 Adapun menurut Charles Reith dalam bukunya The Blind Eye of 
History pengertian polisi dalam bahasa Inggris: “police Indonesia the 
English language came to mean of planning for improving ordering 
communal existence”, artinya: sebagai tiap-tiap usaha memperbaiki atau 
menertibkan susunan kehidupan masyarakat15. 
 Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia oleh W.J.S Poerwodarmita 
menyatakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian yaitu: 
1. Badan Pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas 
memelihara keamanan dan ketertiban umum; 
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban 
umum. 
                                                          
13 Awal Ikram, 2009, Skripsi HMP: Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi 
Penyalahgunaan Senjata Api Secara Melawan Hukum, Makassar, Universitas 
Hasanuddin  
 14 Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia ( Dalam Skripsi St. 
Murti ), Jakarta, Prestasi Pustaka., Hlm. 6 
 15Ibid 
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 Adapun pengertian secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI, yang 
menjelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan 
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI bahwa: 
“Kepolisian NRI merupakan alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan dalam negeri”. 
 
Dalam hal ini, Kepolisian NRI dari segi terminologinya menunjuk pada 
sesuatu yang terkait dengan penegakan hukum. Dalam konteks 
kenegaraan Kepolisian adalah suatu organ yang dibentuk untuk 
menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, 
pengamanan kebijakan, penegakan hukum dan pengembangan hukum 
disamping kewenangan utama dari Kepolisian NRI.16 
 Berdasarkan pada  pengertian di atas menurut  Sadjijono istilah 
“polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai sebagai  berikut: istilah “polisi” 
adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara. 
Sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai 
organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur 
dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas, wewenang 
dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kepolisian. Sebagai fungsi 
                                                          
 16 Hamza Baharuddin, Masaluddin, 2010, Konstruktivisme Kepolisian (Teori, 
Prinsip, dan Paradigma) Makassar, Pustaka Refleksi., Hlm. 117 
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menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-
undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. 
 
2.  Esensi Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian 
 Ide pembentukan Kepolisian dalam suatu Negara tidak lepas dari 
adanya konsep upaya Negara untuk mencegah atau menghadapi 
kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam Negara, sehingga 
mengakibatkan kegiatan atau aktivitas masyarakat menjadi kacau atau 
terganggu.17 Namun demikian wacana terkait fungsi Kepolisian dalam 
suatu Negara tetaplah berbeda-beda tergantung dari sejarah 
pembentukannya di suatu Negara. 
 Untuk mengetahui fungsi dari Kepolisian, menurut Banurusman18 
terlebih dahulu dijelaskan makna pemakaian istilah “polisi” apakah: (1) 
polisi sabagai fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan tertentu; (2) polisi 
sebagai badan/organ; atau (3) polisi sebagai petugas/pejabat. Bila yang 
dimaksud adalah polisi dalam artian fungsi/tugas/lingkungan pekerjaan 
tertentu maka berdasarkan pengertian fungsi yang dikemukakan oleh  
Sadjijono bahwa: 
“Fungsi merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan 
dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan.Tugas pokok yang 
                                                          
 17  Sadjijono, Op.Cit., Hlm 145 
 18Ibid 
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dilaksanakan tersebut untuk mencapai tujuan (goal) dari organisasi 
dimaksud”. 
Dapat dikatakan bahwa fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan 
wewenang lembaga Kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum, sebagaimana yang 
telah disebutkan diawal bahwa tujuan dibentuknya lembaga Kepolisian 
adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam 
masyarakat. Dimana  dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang 
tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif dari Kepolisian. 
 Tugas-tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan 
pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan 
pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat marasa aman, tertib dan 
tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah 
preventif dari Kepolisian, adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat 
jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas19. 
 Tugas-tugas Kepolisian dibidang represif, adalah mengadakan 
penyidikan atau kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam 
undang-undang. Tugas represif tersebut sebagai tugas Kepolisian dalam 
bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada 
petugas Kepolisian sebagaimana yang dikatakan oleh Harsja W. 
Bachtiar20 bahwa: 
                                                          
 19Ibid 
 20Ibid., Hlm. 150 
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“petugas-petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab 
khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani 
tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap 
pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan 
kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan 
bekerja dalam keadaan aman dan tenteram”. 
 
Tugas-tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu menjadi 
suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaaan polisi menjadi 
tidak mudah, pada satu sisi struktur sosial dalam rangka memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan pada struktur 
birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. Kondisi demikian 
memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, disatu sisi harus 
memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan dan 
pengayoman kepada masyarakat, dan disisi lain pemeliharaan ketertiban 
dilakukan dengan penegakan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sadjipto Rahardjo yang dikutip Achmad Ali dalam 
bukunya “Menguak Teori Hukum” bahwa: 
“aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak 
untuk mencapai ketertiban (order) dan di pihak lain untuk 
melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas kepolisian, 
mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering 
bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang 
mendapat kecaman dari warga masyarakat.” 
Sehingga menurut  Sadjijono fungsi Kepolisian meliputi tugas dan 
wewenang yang melekat pada lembaga Kepolisian. Dengan demikian 
hakekat fungsi Kepolisian dapat dipahami, bahwa: (a) fungsi Kepolisian 
ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan 
tertib dalam lingkungan hidupnya; (b) masyarakat membutuhkan adanya 
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suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan 
keamanan dan ketertiban baginya; (c) lembaga Kepolisian dibentuk oleh 
Negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban 
masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggung 
jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat; dan (d) fungsi 
Kepolisian melekat pada lembaga Kepolisian atas kuasa undang-undang 
untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang 
dibutuhkan masyarakat. 
 Dalam amandemen UUD 1945 fungsi Kepolisian NRI dirumuskan 
dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa 
“Kepolisisan NRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat 
serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi Kepolisian di atas memiliki 
dua makna21, yakni sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan yakni mengayomi, 
melindungi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Sebagaimana 
yang terjabarkan dalam fungsi Kepolisian NRI sebagai salah-satu 
pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur pada Pasal 
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian NRI bahwa: 
“Fungsi Kepolisian adalah salah-satu pelaksana fungsi 
pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
                                                          
 21  Sadjijono, Op. Cit., Hlm. 163 
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masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat”. 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka keamanan dalam negeri yang 
dirumuskan sebagai format  tujuan Kepolisian NRI yang dirincikan dalam 
tugas pokok Kepolisian NRI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 
Undang-Undang Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian NRI adalah: (a) 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan 
hukum dan; (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan 
urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya sedangkan dalam 
pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan tergantung 
pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada 
dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilakukan secara simultan dan 
dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus 
berdasarkan pada  norma hukum, norma agama, kesopanan, dan 
kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. 
 Lebih lanjut lagi dalam pasal berikutnya, Pasal 14 ayat (1) diatur 
bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang 
dimaksudkan dalam Pasal 13, Kepolisian NRI bertugas:  
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
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f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengawasan swakarsa; 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan 
tugas kepolisian; 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
 Sehubungan dengan tugas tersebut maka diatur pula wewenang 
Kepolisian NRI sabagaimana yang diatur pada Pasal 15 ayat  (1) dan ayat 
(2) serta Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian NRI yakni: 
Pasal 15 : 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia 
secara umum berwenang : 
a. Menerima pelaporan dan/atau pengaduan; 
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat 
yang dapat mengganggu ketertiban umum; 
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 
kewenangan administratif kepolisian; 
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari 
tindakan kepolisisan dalam rangka pencegahan;  
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i. Mencari keterangan dan barang bukti; 
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j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal nasional; 
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan 
yangdiperlukan; dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat; 
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu. 
 
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya berwenang : 
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum 
dan kegiatan masyarakat lainnya; 
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c. Memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor; 
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 
e. Memberikan izin dan melakukan kegiatan pengawasan 
senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; 
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; 
g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian 
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang 
teknis kepolisian; 
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional; 
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 
instansi terkait; 
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi 
Kepolisian Internasional; 
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam 
lingkup tugas kepolisian. 
 
Pasal 16 : 
(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian 
Negara Republik Indonesia berwenang untuk : 
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan 
serta memeriksa tanda pengenal diri; 
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e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan; 
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi 
dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah 
atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak 
pidana; 
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut 
umum; dan 
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggungjawab. 
 
Berdasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada 
pihak Kepolisian tersebut, maka dalam penyelenggaraan fungsi 
Kepolisian, baik tugas preventif maupun tugas represif melekat kewajiban 
untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan 
bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian. Oleh karena itu, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Safrudin, “makin kuat sistem 
sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk 
mencapai tujuan yang terkandung dalam tujuan jabatannya”22.  Dengan 
demikian, lembaga Kepolisian dalam mengemban fungsinya banyak 
dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal 
berkaitan dengan masalah lembaga seperti sumber daya manusia, 
keuangan, sarana dan prasarana, tatacara kerja (man, money, material, 
dan metode), sedangkan faktor eksternal, seperti faktor sosial, keadaan 
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ekonomi masyarakat, politik dan lainnya. Kesemua hal tersebut 
merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan tugas 
dari Kepolisian. 
Karakteristik tugas dan wewenang Kepolisian sangat berbeda 
dengan organisasi pemerintahan lainnya, antara lain peraturan 
perundang-undangan memberikan beberapa kewenangan khusus kepada 
polisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kewenangan ini termasuk 
untuk secara sah melanggar hak-hak asasi warga yang dijamin oleh 
konstitusi, seperti melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 
orang yang dicurigai telah melakukan kejahatan. Polisi boleh melakukan 
kekerasan fisik baik untuk melindungi dirinya, atau mengatasi perlawanan 
dalam suatu penangkapan. Polisi dilengkapi dengan senjata api dengan 
wewenang untuk menembak seseorang atas pertimbangannya sendiri 
berdasarkan pada asas diskresi sebagaimana yang dimiliki oleh 
Kepolisian.  Dengan kewenangan demikian, maka sangat perlu adanya 
jaminan agar wewenang tersebut digunakan dengan benar serta tidak 
disalahgunakan23. 
 
3.  Diskresi Kepolisian 
a. Diskresi secara umum 
                                                          
 23Kiky Abriyanti,2013, Skripsi Bagian Pidana: Tinjauan Yuridis Terhadap 
ProseduralMelepaskan Tembakan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Makassar, Universitas Hasanuddin., Hlm. 27 
22 
 Sebagai akibat dari ketidakmampuan asas legalitas dalam 
memenuhi tuntutan ide negara hukum material24 untuk mewujudkan 
kesejahteraan umum mengakibatkan munculnya suatu asas baru dalam 
lapangan Hukum Administrasi Negara.Asas tersebut disebut dengan asas 
diskresi atau freies ermessen. Pandangan yang sama diungkapkan pula 
oleh Ridwan H.R yang menyatakan bahwa “freies ermessen muncul 
sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam 
penerapan asas legalitas (wetmatigheid van bestuur)”25.  
 Asas freies ermessen atau asas diskresi dapat dipandang sebagai 
asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas 
legalitas agar cita-cita Negara hukum material yakni kesejahteraan seluruh 
rakyat dapat terwujud. Hal ini dikarenakan asas freies ermessen 
memberikan keleluasaan kepada pemerintah/pelaksana tugas 
pemerintahan yang diberikan hak khusus untuk itu untuk melaksanakan  
tugas-tugasnya tanpa terikat pada undang-undang. 
 Secara etimologi, freies ermessen berasal darikata “frei” dan 
“ermessen”, kata “frei” yang berarti bebas, lepas, tidak terikat, merdeka 
dan kata “ermessen” yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga 
dan memperkirakan26. Berdasarkan pengertian tersebut,  istilahfreies 
                                                          
 24Negara  hukum material atau negara hukum kesejahteraan merupakan suatu 
bentuk negara hukum modern atau moderne  rechtsstaats yang mana tujuan dari bentuk 
negara hukum ini adalah untuk menyelenggarakan kepentingan seluruh rakyat. 
 25 Hotma P. sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-
Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta, Penerbit Erlangga., Hlm.70 
 26 Ridwan H.R, 2008, Hukum Administrasi Negara (Edisi revisi), Jakarta, PT. 
Raja Grafindo Persada., Hlm.169 
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ermessen atau diskresi mengandung arti kemerdekaan atau kebebasan 
dalam hal ini hak atau kewajiban untuk membuat pertimbangan, penilaian 
dan perkiraan terkait suatu keadaan, situasi, hal atau masalah tertentu  
yang dianggap pantas atau patut, sesuai dengan keadaan faktual yang 
dihadapi oleh pejabat administrasi Negara yang bersangkutan atau pun 
oleh pelaksana tugas pemerintahan yang diberikan hak khusus untuk itu. 
 Dalam perspektif Negara hukum kesejahteraan, tindakan yang 
dilakukan oleh pejabat administrasi Negara atau pun oleh pelaksana tugas 
pemerintahan yang diberikan hak khusus untuk itu, berdasarkan freies 
ermessen tidak terikat pada undang-undang.Akan tetapi, tindakan yang 
dilakukan tidak boleh tanpa pertimbangan-pertimbangan atau dasar 
pemikiran tertentu27. Bila dilihat dari perspektif negara hukum, segenap 
tindakan pemerintahan harus selalu didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan atau dasar hukum. Jika suatu tindakan pemerintahan tidak 
dapat dinilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak 
berarti perbuatan tersebut tidak  perlu dipertanggungjawabkan. Tindakan 
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus 
dipertanggungjawabkan secara moral dan akal sehat dalam ukuran-
ukuran kepatutan (moral) dan kelayakan (akal sehat).28 
 Menurut Hans J. Wolf, sebagaimana yang dikutip oleh Markus 
Lukman mengemukakan bahwa freies ermessen tidak dapat diartikan 
secara berlebihan seakan badan atau pejabat administrasi negara boleh 
                                                          
 27 Hotma P. Sibuea, Op.cit., Hlm 73 
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bertindak dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar atau dengan 
pertimbangan subjektif-individual29. Pemberian kewenangan freies 
ermessen harus didasarkan pada alasan atau kondisional tertentu untuk 
menghindarkan dari kesewenang-wenangan. Menurut Ridwan H.R, ada 
tiga alasan atau keadaan kondisional yang menjadikan pemerintah dapat 
melakukan tindakan freies ermessen atau diskresi atau inisiatif sendiri, 
yaitu sebagai berikut30: 
1) Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu, padahal 
masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera; 
2) Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat 
pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya; dan 
3) Adanya delegasi perundang-undangan, maksudna aparat diberi 
kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu 
merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya.  
 Dalam kondisi yang pertama sebagaimana yang dikemukakan di 
atas, freies ermessen mengandung arti sebagai suatu tindakan 
pemerintah yang dilakukan atas inisiatif sendiri sebagai akibat dari 
kekosongan hukum (undang-undang) in concreto. Dalam kondisi tersebut, 
kekosongan hukum harus diisi oleh pemerintah dengan menetapkan 
sendiri hukum yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan dengan 
berpedoman pada asas-asas hukum yang berlaku maupun pada norma-
                                                          
 29 Loc.cit 
 30 Ridwan H.R, Op.Cit., Hlm. 171 
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norma kelayakan dan kepatuhan. Pada kondisi yang kedua, freies 
ermessen yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan suatu 
undang-undang tapi karena undang-undang itu sendiri tidak mengatur 
cara untuk menjalankannya dengan khusus maka pemerintah dengan 
menggunakan freies ermessen membuat sendiri aturan khusus untuk 
menjalankan undang-undang tersebut. Kondisi freies ermessen yang 
terakhir pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri suatu hal 
tertentu, meskipun kewenangan untuk mengatur merupakan kewenangan 
yang dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam hal ini 
terjadi penyerahan kewenangan kepada pejabat administrasi negara, 
dimana pemerintah bertindak seolah-olah sebagai pembentuk undang-
undang31 . 
 Selain harus memenuhi salah-satu kondisi dari ketiga kondisi di 
atas penerapan freies ermessen atau diskresi, hanya dapat dilakukan 
apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sjachran Basah, yaitu sebagai berikut32: 
1) Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas service public; 
2) Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 
3) Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
4) Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
5)  Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan 
penting yang timbul secara tiba-tiba; dan 
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 32 Ridwan H.R, Op.Cit., Hlm.170 
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6) Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral 
kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. 
 Hal lain  yang perlu diperhatikan selain dari kondisi penerapan dan 
unsur-unsur dari freies ermessen, pemberian kewenangan bebas tersebut 
harus pula memerhatikan batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum 
yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 
Sebagaimana menurut pendapat Muchsan terkait pembatasan 
penggunaan freies ermessen, adalah sebagai berikut33: 
1) Penggunaan freies ermessen tidak boleh bertentangan dengan 
sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum posistif); dan 
2) Penggunaan freies ermessen hanya ditujukan demi kepentingan 
umum. 
 
b. Diskresi pada Kepolisian 
 Diskresi  Kepolisianpada dasarnya merupakan kewenangan 
Kepolisianyang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian 
(Plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan 
kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak atau tidak 
bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban 
umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 
umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia, yaitu “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, hal tersebut 
mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan 
tugasnnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu 
mengambil keputusaan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi 
gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul 
bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. 
 Diskresi Polisi dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat 
Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal 
dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk 
memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan 
hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang 
Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun 
tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan 
tugasnya. Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam 
berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur 
tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (selective 
enforcement) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada 
umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan 
patroli terarah (directed patrol). 
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 Penindakan selektif adalah suatu bentuk diskresi administrasi 
dimana pembuat kebijakan atau pemimpin menentukan prioritas bagi 
berbagai unit satuan bawahannya. Sebagai contoh adanya kebijakan 
untuk menindak para pengedar narkoba dan membiarkan para 
penggunanya, membiarkan prostitusi ditempat-tempat tertentu dan 
menindak para pelacur jalanan.  Adapun patroli terarah adalah contoh 
diskresi supervisor dimana supervisor memerintahkan anggota-
anggotanya untuk mengawasi secara ketat suatu wilayah tertentu atau 
suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh karena adanya laporan 
masyarakat seorang Inspektur Polisi memerintahkan petugas patroli untuk 
membubarkan kerumunan pemuda yang menganggu ketertiban yang 
biasanya dibiarkan. Contoh lain adalah perintah untuk menilang 
kendaraan-kendaraan yang parkir pada tempat tertentu dengan alasan 
menganggu kelancaran lalu lintas. 
 Penggunaan wewenang diskresi oleh Polisi baru akhir-akhir ini 
diakui sebagai suatu yang wajar dari kewenangan Polisi. Sebelumnya 
pimpinan Polisi dan masyarakat beranggapan bahwa Polisi harus 
menindak setiap pelanggar ketentuan hukum dan membiarkan atau tidak 
melaksanakan ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum oleh 
Polisi. Sebagian kecil anggota DPR, Jaksa dan Hakim masih memegang 
anggapan yang demikian. Para pimpinan Polisi masih ragu-ragu untuk 
mengakui bahwa Pejabat Polisi selalu menggunakan diskresi dalam 
menegakkan hukum dan bahwa mereka secara diam-diam menetapkan 
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kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan penindakan secara penuh 
terhadap kejahatan-kejahatan kecil ataupun pelanggaran terhadap 
peraturan daerah. Sebab dikhawatirkan masyarakat akan protes bahwa 
hukum tidak ditegakkan secara adil atau timbulnya tuntutan ganti rugi 
da!am hal terjadinya kecelakaan sebagai akibat dibiarkannya pelanggaran 
lalu lintas. 
 Williams (1984), H. Goldstein (1977) dan Davis (1969, 1975) 
menyatakan tentang tidak tepatnya pendapat bahwa undang-undang 
bermaksud agar setiap ketentuan hukum harus ditegakkan pada semua 
situasi. Davis menyatakan tentang keputusan para pembuat hukum baik 
tingkat Negara Bagian maupun Federal juga mengesahkan preseden 
tentang keputusan penindakan selektif oleh pimpinan Kepolisian. 
Sedangkan Williams dan Goldstein menyatakan tentang sejarah 
pembentukan Undang-Undang, kasus-kasus hukum tertentu dan 
keterbatasan Pejabat Polisi merupakan bukti bahwa para pembuat tidak 
mewajibkan Polisi untuk menegakkan setiap undang-undang secara 
penuh. Keputusan anggota untuk tidak menindak pelanggar hukum pada 
situasi tertentu tidak dapat dikritik atas dasar bahwa perbuatan tersebut 
adalah pelanggaran hukum. Sebaliknya penggunaan diskresi  secara tidak 
benar dapat dikritik dengan alasan lain.34 
 Oleh karena itu dalam Ilmu Hukum Kepolisian dikenal beberapa 
persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang anggota Kepolisianakan 
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melakukan diskresi yaitu35: (1) Tindakan harus benar-benar diperlukan 
(noodzakelijk notwendig) atau asas Keperluan; (2) Tindakan yang diambil 
harus benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian (zakelijk, sachlich); 
dan (3) tindakan yang paling tepat untuk mencapai saran yaitu hilangnya 
suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan. Dalam 
hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan 
(zweckmassig, doelmatig). 
 
B. Pemerintahan Daerah 
 Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
IndonesiaTahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah 
Negara kesatuan yang berbentuk republik” adalah dibentuknya 
pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama 
kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian 
membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Yang kemudian sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 
menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur 
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.36 
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 36Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah., Hlm.  1  
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 Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di 
samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, 
Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan 
dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.37 
 Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya 
sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. 
Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk 
mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat 
dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan 
sebaliknya, Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam 
bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan 
kepentingan nasional. Dengan demikian akan terciptakeseimbangan 
antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan 
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan. 
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1. Pengertian Pemerintah Daerah 
 Sebelum membahas pengertian Pemerintah Daerah terlebih dahulu 
perlu diketahui pengertian dari pemerintahan daerah. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
pada Pasal 1 Angka 2 dan 3 mengatur bahwa definisi dari 
Pemerintahan Daerah adalah sebagai: 
“Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
 
Sedang pengertian Pemerintah Daerah adalah: 
“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.” 
 
Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 
pemerintahan adalah suatu sistem ketatanegaraan yang berada di 
daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dijalankan oleh 
pemerintah selaku pelaksana. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah maka Pemerintahan Daerah 
dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala 
daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan 
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian 
maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar 
33 
yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi 
pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala 
daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan 
Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah 
dibantu oleh Perangkat Daerah.38 
 
C. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 
  Pengertian keamanan sendiri dalam  Kamus Umum Bahasa 
Indonesia yang dimaksud “aman” adalah39 bebas dari bahaya, bebas dari 
gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, 
terlindung dan tersembunyi. Dengan demikian menurut  Sadjijono40, aman 
bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang 
terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Adapun 
dalam Surat Menhankam/Pangab No.:Skep/B/66/I/1972, keamanan 
masyarakat diartikan sebagai: 
“keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah 
suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat 
perasaan-perasaan, sebagai berikut: 
a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis; 
b. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-
raguan dan ketakutan; 
c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya; 
d. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan bathiniah”. 
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Sedang pengertian “ketertiban masyarakat”, yang berasal dari kata “tertib” 
berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang 
teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan 
yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa 
patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya 
penyimpangan maka berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo41, 
ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana 
yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. 
Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan 
petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara 
individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat, yang di 
dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan. 
  Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut 
pengertian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2002 bahwa: 
“keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi 
dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya 
proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan 
nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan 
tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung 
kemampuan, membina serta mengembangkan potensi dan 
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 
menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-
bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”. 
 
Dalam mengartikan keamanan dan ketertiban masyarakat, R. Abdussaam 
yang juga mensitir pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana yang 
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dikutip oleh  Sadjijono dalam bukunya  yang berjudul “Fungsi Kepolisian 
dalam Pelaksanaan Good Governance” bahwa keamanan dan ketertiban 
adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam 
keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan 
atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari 
jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari 
pelanggaran norma-norma hukum.42 
 Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa  fungsi dari 
Kepolisian adalah  sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi 
pemerintahan, salah satunya bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi target tugas dari 
Kepolisian, baik sebagai fungsi maupun sebagai lembaga. 
 
D. Teori Tujuan Negara 
 Menurut James Wilford Garner, negara memiliki tiga tujuan43, yaitu: 
(1) tujuan negara yang asli (original) atau yang utama (primary) atau yang 
langsung (immediate) ialah pemeliharaan perdamaian, ketertiban, 
keamanan dan keadilan. Apabila negara tidak dapat memenuhi tujuan itu, 
maka tidak dapat dibenarkan adanya negara yang bersangkutan. Jadi 
tujuan utama negara yang dimaksudkan disini adalah kebahagian individu;  
(2) tujuan negara yang sekunder ialah kesejahteraan warga negara. 
Negara harus memelihara kepentingan bersama dan membantu kemajuan 
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nasional; dan (3) tujuan negara dalam bidang peradaban (civilization), 
merupakan tujuan terakhir dan mulia dari negara. Tujuan ini dimaksudkan 
untuk memajukan peradaban dan kemajuan negara. 
 Pendapat lain tekait tujuan negara dikemukakan pula oleh J. 
Barents, menurutnya tujuan negara dapat dijelaskan melalui tiga unsur44, 
yaitu:  
a) Penghidupan kemasyarakatan itu sendiri, di dalam corak-
coraknya yang beraneka ragam; 
b) Penggunaan kekuasaan, untuk menetapkan serta 
mempertahankan peraturan-peraturan yang tertentu untuk 
penghidupan kemasyarakatan tersebut; dan 
c) Suatu himpunan aturan-aturan yang utuh, yang dijadikan atau 
harus dijadikan pedoman di dalam menetapkan peraturan-
peraturan tersebut. 
 
Berhubungan dengan tiga unsur tersebut, maka yang penting dalam 
perputaran roda negara menurut Barents, dapat dibagi menjadi fungsi-
fungsi tujuan negara dalam tiga golongan, yaitu: (1) tujuan negara yang 
asli, yang senantiasa merupakan salah-satu dari fungsi-fungsi yang 
terpenting yaitu memelihara ketertiban dan keamanan (ketenteraman); (2) 
usaha mempertahankan kekuasaan bagi golongan pimpinan. Dalam hal 
ini bagaimana seseorang dapat memerintah dan mempertahankannya;  
dan (3) tujuan yang terakhir ialah mempertahankan kepentingan-
kepentingan umum dalam arti yang luas, dengan demikian negara 
menjalankan tugas yang lebih tinggi daripada sekedar menjalankan tugas 
yang kecil, yaitu “memelihara ketertiban dan keamanan (ketenteraman). 
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 Adapun menurut Charles E. Merriam, tujuan negara45 adalah 
sebagai berikut: (1)  Keamanan eksternal (external security) maksudnya 
seluruh tugas-tugas perlindungan negara terhadap serangan dari luar 
terhadap kelompok sendiri; (2) ketertiban internal (maintenance of intern 
order) diartikan melalui ketertiban dimaksudkan sistem dalam mana dapat 
diadakan perkiraan-perkiraan yang layak tentang apa yang akan dilakukan 
dalam bidang sosial dan siapa yang akan melakukannya. Dalam 
masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab 
atas pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara. 
Terdapat pula badan-badan prosedural dan usaha-usaha yang dimengerti 
oleh segenap warga negara yang dianggap dilaksanakan untuk 
memajukan kebahagiaan bersama; (3)keadilan (justice), terwujud dalam 
sistem dimana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang 
memberikan kepada setiap orang apa yag telah disetujui dan telah 
dianggap patut ; (4) kesejahteraan umum, menurut Merriam  pengertian 
kesejahteraan ini meliputi usaha-usaha, seperti penambahan tenaga 
produksi yang dapat memperbesar pendapatan nasional, dalam bidang 
pendidikan, dan lainya; dan (5) kebebasan (freedom), yaitu kesempatan 
kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat-hasrat individu akan 
ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan dengan gagasan 
kemakmuran umum. 
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 Dari ketiga pendapat di atas terkait gambaran umum tujuan negara, 
maka secara hakiki tujuan NRI sebagaimana yang termuat dalam alinea 
ke-4 Pembukaan UUD 194546, Yaitu: 
1) Mencapai Ketuhanan (kemerdekaan, perdamaian abadi) 
 Mencapai Ketuhanan dimaksudkan sebagai tujuan negara 
yang melampaui batas positivisme-empiris (apa-apa yang tampak 
saja).negaratidak hanya mengarahkan warganya selamat dunia 
saja namun juga mengajak warganya juga untuk selamat diakhirat, 
sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dalam hal ini 
negara juga harus sepenuhnya memberikan keleluasaan dan 
menjamin warga negaranya untuk beribadah sesuai agama yang 
dianut dan diakui di Indonesia. 
2) Mencapai kemanusiaan universalitas melindungi segenap bangsa 
dan melaksanakan ketertiban dunia 
 Mencapai kehidupan yang manusiawi, adil, dan beradab 
berkorelasi positif dengan upaya perlindungan hak asasi warga 
negara.Jabaran dari tugas ini menjadi tugas inti dari negara, yaitu 
melindungi kemanusiaan, tidak hanya bagi warganya, tetapi seluruh 
umat manusia yang berada dalam wilayah maupun diluar wilayah 
NRI.Kemanusiaan ini harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan 
universal yang luas. Kemanusiaan juga harus didasarkan pada 
pembentukan masyarakat yang beradab (civilized society). 
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3) Mencapai kesatuan bangsa lokalitas membentuk pemerintahan 
negara.., dan mencerdaskan kehidupan bangsa 
 Mencapai kesatuan sebagai suatu nation-state secara 
komprehensif.Kesatuan komunitas yang sadar (enlightened) dalam 
lokalitas dan globalitas kamanusiaan. Pemerintahan negara 
dibentuk untuk menyadari cita-cita nasionalisme yang rasional dan 
humanisme yang religious, sehingga rakyat memahami dan 
memaknai arti hidupnya serta dapat menjalani hidupnya dengan 
baik. 
4) Mencapai kerakyatan hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan 
 Mencapai kerakyatan dimaksudkan sebagai kolektivitas yang 
melaksanakan aspirasi rakyat dengan tuntunan hikmah-
kebijaksanaan (nilai-nilai ketuhanan), konkretnya melalui lembaga 
permusyawaratan  (MPR) dan lembaga perwakilan (DPR dan 
DPD). Jadi demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi yang 
religious, teosentris, bukan demokrasi liberal yang kapitalistik, 
sekuler dan antroposentrik. 
5) Mencapai keadilan sosial (memajukan kesejahteraan umum) 
 Mencapai keadilan sosial merupakan tugas negara untuk 
memberikan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan  spiritual 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan-tujuan ekonomi negara 
dikonstruksikan dalam penataan keadilan sosial.  Kemakmuran 
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material harus dicapai melalui penataan keadilan. Keadilan harus 
lebih didahulukan dari pada kemakmuran. Keadilan tanpa 
kemakmuran lebih berarti daripada kemakmuran tanpa keadilan47. 
 
E. Konsep Negara Hukum 
 Konsep negara hokum merupakan salah satu konsep yang lahir 
dari Teori Tipe-Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum. Istilah “negara 
hukum” merupakan terjemahan langsung dari “rechtsstaat”. Selain itu, 
negara hukum dipersamakan pula dengan istilah “rule of law” oleh 
beberapa kalangan. Namun dalam kenyataannya terjadi perbedaan 
pendapat diantara para pakar terkait ketiga istilah tersebut. Ada yang 
berpendapat bahwa ketiga istilah tersebut adalah sama dan ada pula yang 
berpandangan bahwa ketiga istilah tersebut adalah berbeda.  
 Jika melihat unsur dari ketiga istilah tersebut, maka akan nampak 
persamaan semangat yang menginginkan pembatasan kekuasaan 
sehingga  tidak terjadi kesewenang-wenangan, terjaminnya hak asasi 
manusia dan terjaminnya suatu peradilan yang bebas dan mandiri48. Oleh 
karena itu, pada hakekatnya ketiga istilah tersebut dapat 
dipersamakan.Terkait perbedaan dari istilah “rechtsstaat” dengan “rule of 
law” jelas terlihat pada unsur-unsur dari kedua negara tersebut. Dimana 
unsur-unsur negara hukum (rechtsstaat) yang berlaku pada negara 
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dengan sistem Eropa Kontinental menurut Freidrich Julius Stahl49 adalah: 
(1) melindungi HAM; (2) terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan 
untuk menjamin dan melindungi HAM tersebut; (3) dalam menjalankan 
tugasnya, pemerintah berdasarkan pada  undang-undang; dan (4) 
terdapat pengadilan administrasi dalam menyelesaikan perselisihan. 
Sedang unsur konsep negara hukum (rule of law) yang diterapkan pada 
negara dengan sistem Anglo Saxon menurut A.V. Dicey50, yaitu: (1) 
supremacy of law, dalam artian tidak boleh ada kesewenang-wenangan, 
sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum 
(undang-undang); (2) equality before the law, dalam artian semua orang 
memiliki kedudukan yang sama di depan hukum; dan (3) human rights, 
yakni terjaminya HAM oleh undang-undang dan keputusan-keputusan 
pengadilan.  
 Perbedaan lain dapat dilihat dari adanya unsur “peradilan 
administrasi dalam perselisihan”, sebagaimana yang terdapat pada 
konsep negara hukum (rechtsstaat),  sedang pada negara hukum (rule of 
law) tidak diterapkan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan historis 
antara konsep negara hukum Eropa Kontinental dengan sistem Anglo 
Saxon.Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut 
kemudiaan mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut51: (1) sistem pemerintahan negara yang 
didasarkan pada kedaulatan rakyat; (2) bahwa pemerintahan dalam 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar pada hukum atau 
peraturan perundang-undangan; (3) adanya jaminan terhadap HAM 
(warga negara); (4) adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (5) 
adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) 
yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-
benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif; dan 
(6) adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 
warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan 
kebijaksannaa yang dilakukan oleh pemerintah; serta (7) adanya sistem 
perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber 
daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.  
 
F. Teori Organ 
 Akibat ketidakpuasan akan teori mandat yang semula berkembang 
di Prancis, maka para sarjana mulai mencari teori baru yang membahas 
hubungan antara wakil dan yang diwakilinya. Berdasarkan hal tersebut, 
maka muncullah sebuah teori baru yang dikenal dengan sebutan “teori 
organ” yang diperkenalkan oleh Von Gierke. Menurut teori ini, negara 
merupakan organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti 
eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai  
fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Maka setelah 
rakyat memilih lembaga perwakilan, mereka tidak perlu lagi mencampuri 
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lembaga tersebut.Lembaga tersebut pun bebas berfungsi sesuai dengan 
kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar52. 
 Teori ini juga didukung oleh Paul Laband dan Georg Jellinek, yang 
mana menurut Paul Laband, tidak perlu terlalu mempersoalkan hubungan 
antara wakil dengan  yang diwakili  dari segi hukum. Rakyat dan parlemen 
adalah organ yang bersumber dari undang-undang dasar dan masing-
masing mempunyai fungsinya sendiri.Jadi tidak perlu melihat hubungan 
antara organ perwakilan dan organ rakyat. Rakyat memiliki hubungan  
yuridis dengan parlemen, yaitu memilih dan membentuk organ parlemen 
(perwakilan) dan setelah organ tersebut terbentuk  maka rakyat tidak perlu 
turut campur dan organ tersebut bebas bertindak sesuai fungsinya53. 
 Adapun menurut Georg Jellinek, rakyat adalah organ yang  primer, 
akan tetapi organ primer ini tidak dapat  menyatakan kehendaknya. Untuk 
menyatakan atau menyampaikan kehendak tersebut, maka organ primer  
harus menyamapaikannya melalui organ sekunder yakni parlemen. Jadi 
tidak perlu mempersoalkan hubungan antara yang diwakili dengan yang 
diwakili dari segi hukum.  
 
G. Teori Alat Perlengkapan Negara 
 Sebagaimana manusia yang memiliki alat perlengkapan untuk 
bergerak dan bekerja, organisasi negara pun memiliki alat 
perlengkapan.Alat perlengkapan ini untuk merealisasikan tujuan dan 
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keinginan-keinginan negara (staatswill). Alat perlengkapan negara dapat 
disebut dalam ragam istilah yaitu organ, lembaga, forum, instansi, instansi 
tambahan (state auxiliaries), badan-badan independen (independen state 
bodies atau self regulatory bodies), state enterprise, dan lain-lain.54 
 Menurut Hendra Nurtjahjo55  secara umum alat-alat perlengkapan 
negara pada pokoknya dapat diklasifikasikan menjadi organ yang 
bersumber langsung dari konstitusi dan organ yang tidak bersumber 
langsung dari konstitusi (derivative). Kedua jenis organ tersebut ada yang 
berwenang membentuk organ (alat perlengkapan negara) lainya, ada 
lembaga yang diharuskan untuk independen tetapi ada pula yang memiliki 
keterkaitan fungsional. Logika awal menyatakan bahwa “satu organ untuk 
menjalankan satu fungsi”. Analoginya adalah satu tangan untuk 
menjalankan satu fungsi. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, 
fungsi-fungsi negara ini kemudian dielaborasi lagi mejadi tugas-tugas 
detail  kenegaraan sehingga  jabaran dari tujuan negara menjadi fungsi-
fungsi ini dikonkretkan dalam bentuk tugas-tugas kenegaraan yang 
cakupannya sedemikian banyak. 
 Teori awal dan paling banyak menjadi rujukan teori fungsi dan 
organ negara adalah Trias Politica.Teori ini dibuat agar kekuasaan tidak 
terpusat pada satu tangan atau satu institusi tertentu. Kekuasaan harus 
dipilih berdasarkan tiga fungsi besar agar dapat saling mengawasi 
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(checks) dan saling mengimbangi (balance) dalam operasionalisasi 
kekuasaan yang nyata. Dengan demikian, kekuasaan dapat dibatasi 
sesuai dengan fungsinya dan dapat dikontrol secara internal oleh lembaga 
lain yang sederajat, maupun secara eksternal oleh rakyat sebagai 
konstituen  real  yang diwakili  oleh lembaga-lembaga negara tersebut. 
 Semakin kopleks kegiatan  kenegaraan modern maka semakin 
banyak lembaga atau alat perlengkapan yang dibutuhkan. Alat 
perlengkapan atau lembaga yang di-create melalui konstitusi sering kali 
tidak lagi mampu menampung tugas-tugas spesifik yang umumnya 
membutuhkan independen dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. 
Dengan demikian, bentukan alat perlengkapan atau organ/lembaga baru 
merupakan condition sine qua non bagi pertumbuhan negara pada era 
millennium ketiga ini.56 
 Lembaga kepresidenan denga fungsi eksekutifnya merupakan alat 
perlengkapan yang dapat menumbuhkan alat perlengkapan negara 
lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya yang luas dan 
banyak.Demikian pula dengan lembaga legislative misalnya Dewan 
Perwakilan Rakyat, juga dapat menumbuhkan dan membentuk lembaga-
lembaga independen yang dapat merealisasikan aspirasi rakyat dan ikut 
mengontrol jalannya lembaga-lembaga negara lainnya yang berada di 
bawah kontrol fungsi eksekutif (lembaga kepresidenan). 
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 Mengenai perkembangan lembaga-lembaga negara tersebut, 
dalam rangka reformasi konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi 
sebagai berikut57:  
“pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat 
bahwa badan-badan hukum negara tertentu seperti organisasi 
tentara, organisasi kepolisian dan Kejaksaan Agung serta Bank 
Sentral (Bank Indonesia) harus dikembangkan secara independen. 
Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan 
menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi ynag lebih 
efektif. Pada tingkatan kedua, juga muncul perkembangan 
berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS 
HAM, KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPKN, KPK, KKR dan lain 
sebagainya. Komisi-komisi atau lembaga-lembaga semacam ini 
selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki 
fungsi-fungsi yang bersifat campu sari, yaitu semi legislatif dan 
regulatif, semi administratif, dan bahkan semi judicatif.Bahkan 
dalam kaitan dengan itu muncul pula istilah “independent and self 
regulatory bodies” yang juga berkembang dibanyak negara.” 
 
 Teori mengenai alat perlengkapan negara ini memberi dasar bagi 
pencermatan pengaturan lebih lanjud lembaga-lembaga negara yang 
hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya bagi negara kita yang 
tengah melakukan reformasi besar-besaran. Disamping perubahan 
struktur kelembagaan negara tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie ada tiga 
institutional reform lain yang penting dalam tatanan negara demokrasi 
yaitu58: (1) reformasi lembaga kepartaian; (2) reformasi lembaga 
keormasan; dan (3) reformasi kelembagaan badan hukum (legal body). 
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H. Teori Pengawasan 
Perencanaan dan pengawasan merupakan dua hal yang saling 
berkaitan. Pengawasan merupakan upaya sistematis untuk mengamati 
dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi 
dalam organisasi, instansi atau badan sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan sebelumnya atau tidak.Fungsi pengawasan adalah menyoroti 
semua kejadian pada waktu pelaksanaan operasional sedang 
berlangsung.Jika penyimpangan ditemukan, tindakan korektif dapat saja 
diambil sehingga organisasi kembali ke jalur yang sebenarnya. Dengan 
kata lain, fungsi pengawasan adalah membandingkan antara rencana 
dengan kenyataan.59 
 Perlu ditekankan bahwa pengawasan berfungsi sebagai instrumen 
untuk mengubah perilaku disfungsional atau menyimpang 
sehinggamembantu yang bersangkutan mengubah atau meluruskan 
perilakunya.Tujuan utama dari pengawasan adalah mengoreksisegala 
sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan dalam melakukan berbagai 
kegiatan operasional dalam organisasi.Secara implisit, pengawasan 
merupakan alat untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengawasan 
merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna 
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lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  
 Menurut Sarwanto, pengawasan adalah kegiatan manager yang 
mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan. Perbedaan dari kedua definisi tersebut hanya pada penekanan 
tentang subjek yang melakukan pengawasan. Menurut penulis, perbedaan 
tersebut tidak bersifat prinsip karena tanpa penekanan pun pengawasan 
merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh manager atau pimpinan. Hal 
yang menarik dari kedua definisi di atas adalah pengawasan dilakukan 
terhadap pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan dan bukan pada 
pekerjaan yang telah dilaksanakan.Meskipun definisi yang dikemukakan 
oleh Sarwoto tidak mengemukakan secara jelas hal ini tetapi rumusan 
mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan 
rencana jelas menunjukan pada pekerjaan yang sedang dilaksanakan.60 
 Menurut Manullang, pengawasan adalah proses untuk menetapkan 
pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi 
dengan tujuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
Pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh Manullang tersebut 
menitikberatkan pengawasan setelah pekerjaan selesai. Hal inilah yang 
membedakannya dengan dua pengertian pengawasan yang terdahulu. 
Kedua pengertian pengawasan yang telah dikemukaan di atas 
mengandung kelebihan dan kekurangan masing khususunya terhadap 
                                                          
60 Ridwan H.R, Op. Cit., Hlm. 318 
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kapan pelaksanaan pengawasan itu dilakukan. Kelebihan dan kekurangan 
definisi pengawasan yang dikemukakan oleh Sarwoto adalah apabila 
pengawasan dilaksanakan pada saat pekerjaan berlangsung maka 
kesalahan yang terjadi akan segera dilakukan koreksi sehingga dapat 
mencegah kerugian yang lebih besar. Sedangkan kekurangannya  adalah 
pengawasan itu dapat menghambat penyelesaian pekerjaan sesuai 
dengan rencana.61 
 Adapun kelebihan dari definisi pengawasan yang dikemukakan 
oleh Sarwoto adalah keseluruhan hasil pekerjaan dapat diamati apakah 
sesuai dengan rencana semula atau tidak tanpa mengganggu proses 
pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan kelemahannya adalah apabila 
terdapat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan maka tindakan koreksi 
akan sulit dilaksanakan. 
 Sujamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau 
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya  
mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai yang 
semestinya atau tidak. Dalam definisi tersebut tampak bahwa   
pengawasan dilakukan baik selama pekerjaan berlangsung maupun telah 
selesai. 
 Di dalam  setiap literatur tentang manajemen dan administrasi 
dapat ditemui rumusan tentang pengawasan. Rumusan tentang definisi 
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pengawasan tersebut juga berkaitan dengan fungsi pengawasan dalam  
suatu organisasi. Adapaun fungsi yang dimaksud adalah :62 
1. Fungsi perencanaan (planning); 
2. Fungsi pelaksanaan yang memuat: 
a. Pengorganisasian (organizing); 
b. Pemberian perintah (commanding); 
c. Pengarahan (directing); 
d. Pembiayaan (budgeting). 
3. Fungsi Pengawasan. 
 Menurut Hadari Nawawi, fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap 
saat baik sebelum, selama atau sesudah proses berlangsung. Menurut 
Marbun, fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan ada 
dua, yaitu: 
a. Mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas 
pemerintahan yang telah ditetapkan dan menindak atau memperbaiki 
penyimpangan; 
b. Pengawasan berfungsi membangun masyarakat yang hendak dicapai 
sesuai dengan tujuan bernegara (direktif), membina ke arah kesatuan 
bangsa (integratif), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian 
dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
(stabilitas) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan 
                                                          
62 Muchsan,1997, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah 
dan Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta, Liberty., Hlm. 97 
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administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perspektif).  
 Pengawasan mengukur apa yang telah dicapai, menilai 
pelaksanaan serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian jika 
dipandang perlu. Secara langsung, pengawasan bertujuan menjamin 
pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan pemerintah, menertibkan 
koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, 
menjamin kepuasan masyarakat dan membina kepercayaan masyarakat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
 Penulisan skripsi yang berjudul “Keamanan dan Ketertiban dari Sisi 
Administasi Negara di Kota Makassar” mengambil lokasi penelitian di kota 
Makassar dikarenakan jumlah kasus pelanggaran terkait keamanan dan 
ketertiban di kota Makassar yang tinggi/banyak. Untuk itu penelitian ini 
akan mengkaji dan meneliti terkait  sejauh mana fungsi dan kewajiban dari 
pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes Makassar dan Pemerintah 
Dearah kota Makassar dalam menyikapi kondisi keamanan dan ketertiban 
di kota Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang yang akan digunakan dalam proses penelitian ini 
yaitu: 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh penulis secara langsung di lapangan dari hasil 
wawancara dengan  pihak Kepolisian dalam hal ini Polrestabes 
maupun dari Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai pihak 
yang akan diteliti. 
2. Data Sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data sekunder 
mencakupi dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan, buku-buku, media elektronik, pendapat para 
pakar hukum, serta sumber-sumber lain. Penulis juga 
menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang 
akan menjelaskan bahan hukum primer. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Validitas dan realibilitas  data sangat ditentukan oleh variable dan 
indikator penelitian. Oleh karena itu, agar data yang dibutuhkan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka perlu ditentukan teknik 
pengumpulan datanya, sebagai berikut:  
1. Pada penelitian lapangan (field research), peneliti akan melakukan 
wawancara yakni dengan menanyakan  langsung kepada 
pihak/aparat Kepolisiandalam hal ini Polrestabes dan pihak/aparat 
Pemerintah Daerah Kota Makassar terkait bagaimana penanganan 
yang dilakukan dalam penegakan keamanan dan ketertiban di Kota 
Makassar dari sisi administrasi Negara yang dilakukan keduanya. 
2.  Pada penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian 
dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, 
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koran, majalah dan bahan kepustakaan lain yang mempunyai 
kaitan dengan penulisan ini (dokumentasi). 
E. Analisis Data 
 Data-data yang diperoleh dari penelitian ini baik data primer 
maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik analisis 
kualitatif. Setelah itu dideskripsikan dengan menelaah permasalahan yang 
ada, menggambarkan, menguraikan hingga menjelaskan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan metode 
deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas 
dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Eksistensi Fungsi Kepolisian dan Pemerintah Daerah  dalam 
Penegakan Keamanan dan Ketertiban dari Sisi Administrasi Negara  
 Berdasarkan pada Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea ke-
empat bahwa salah satu tujuan dan cita Negara Indonesia adalah 
mewujudkan perdamaian sosial dengan membentuk suatu Negara yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia. Esensi perlindungan yang ada dalam pembukaan tersebut, 
memberikan makna bahwa Negara bertujuan untuk memberikan rasa 
aman, rasa tenteram dan damai kepada seluruh warga Negara. Menjaga 
warga Negara dari segala ancaman baik dari luar maupun dalam negeri63. 
Berdarkan hal tersebut, dengan mengacu pada Ketetapan MPR RI 
No.VI/MPR/2000 yang dengan rinci diatur dalam Ketetapan MPR RI 
No.VII/MPR/2000 memberikan kewenangan kepada Tentara Negara 
Indonesia dalam hal pertahanan Negara sedang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam hal pemeliharaan keamanan. Pemeliharaan 
keamanan bermakna bahwa Kepolisian berperan dan bertanggung jawab 
atas terpeliharanya situasi dan kondisi bebas dari kerusakan atau 
kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan, dan 
memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada 
                                                          
 63 Sadjijono, Op.Cit., Hlm. 102    
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kepastian akan terjaminnya segala kepentingan atau suatu keadaan yang 
bebas dari pelanggaran norma-norma hukum64.  
 Untuk menjamin terpenuhi dan tercapainya keamanan dan 
ketertiban yang menjadi hak warga Negara tersebut selain pihak 
Kepolisian yang diberikan kewenangan fungsi penegakan ketertiban juga 
diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui kepala daerah sebagai 
bagian dari pemerintah pusat di daerah yang diatur dalam Pasal 65 ayat 
(1) huruf b yang berbunyi bahwa kepala daerah bertugas memelihara 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 
 
1. Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Keamanan dan Ketertiban 
dari Sisi Administrasi Negara  
 Kewenangan Kepolisian dalam hal keamanan dan ketertiban 
merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi. 
Atribusi berarti terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh 
suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melahirkan 
suatu kewenangan baru sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Indoharto65. Lebih lanjud dalam Algemene Bepalingen van Administratief 
Recht (ABAR) dinyatakan bahwa “van attributie van bevoegdheid kan  
warden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde 
                                                          
 64Ibid., Soebroto Brotodiredjo, Asas –Asas Wewenang Kepolisian, Sedikit 
Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, Menyongsong Undang-Undang Kepolisian yang 
Baru, Bunga Rampai, PTIK Jakarta, 1984., Hlm.7, dalam buku Sadjijono., Hlm.  160 
 65Aminuddin ilmar.Op.Cit.,  Hlm. 126 
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bevoegdheid aan een bepaald orgaan toekent”,(artinya: wewenang 
atribusi adalah bilamana dalam undang-undang (dalam arti materil) 
menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ 
tertentu)66. Kewenangan pada Kepolisian diberikan oleh original legislator  
dalam hal ini MPR melalui  Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan mengacu 
pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI) yang mengatur bahwa: 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas 
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan 
hukum.” 
Rumusan pasal tersebut mengandung dua makna bahwa selain sebagai 
organ dalam hal ini sebagai alat Negara, Kepolisian juga di dipandang 
sebagai fungsi. Kepolisian sebagai organ dalam hal ini sebagai lembaga 
Negara yang berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat 
dan penegakan hukum yang secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden atas 
saran Komisi Kepolisian Nasioanal dengan persetujuan DPR. Adapun 
Kepolisian dipandang sebagai fungsi berarti berkaitan dengan tugas dan 
wewenang yang dimilikinya. Kepolisian sebagai alat Negara yang 
burfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas 
yang dimiliknya yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum. 
                                                          
 66Ibid., Hlm. 129 
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 Terkait kewenangan delegasi yang dimiliki oleh Kepolisian 
terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Delegasi bermakna bahwa terjadi 
pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan 
kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan kata lain wewenang yang 
telah ada atau organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif 
melimpahkan wewenang tersebut kepada organ pemerintahan lain. 
Dimana tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi 
(delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mengatur bahwa: 
“Fungsikepolisian adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat.” 
Fungsi Kepolisian dalam pasal ini menekankan pada fungsi pemerintahan 
yang dijalankan oleh Kepolisian dalam hal ini penyelenggaraan 
administrasi Negara. Dimana Kepolisian bertindak sebagai pelaksana 
tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon67, fungsi pemerintahan 
tersebut secara keseluruhan terdiri dari: 
“…berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, antara lain: 
keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, 
tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. 
Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan 
oleh hakim yang tidak termasuk di dalamnya.” 
                                                          
 67 Sadjijono, Op.Cit., Hlm. 169 
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Sehingga fungsi pemerintahan yang dimiliki oleh Kepolisian dalam hal 
keamanan dan ketertiban masyarakat, yang teknisnya melalui perizinan, 
pengesahan, persetujuan, pengawasan atau kontrol, penyelidikan dan 
penuntutan. 
 Selain fungsi pemerintahan, dalam undang-undang Kepolisian juga 
terdapat fungsi penegakan hukum dan fungsi perlindungan yang 
diamanatkan pada Kepolisian. Fungsi penegakan hukum sebagai 
konsekunsi Negara hukum (rechtstaats) sehingga memerlukan suatu 
lembaga yang dibebani tugas untuk menegakkan hukum yang ada. 
Sedang fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanann kepada 
masyarakat, semata-mata untuk mewujudkan ketenteraman dan terjaga 
dari segala gangguan  dan ancaman yang datangnya dari masyarakat 
sendiri. Sehingga pada dasarnya segala kesulitan dan apa pun yang 
menggangu ketenteraman yang dirasakan oleh masyarakat  berhak 
dituntut oleh masyarakat sendiri dalam rangka pemenuhan hak kepada 
pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan keamanan, 
ketertiban dan ketenteraman bagi masyarakat.  
 Fungsi pemerintahan tersebut secara garis besar dapat 
dikelompokkan dalam dua fungsi Kepolisian yakni fungsi preventif dan 
fungsi represif. Fungsi preventif atau pencegahan berarti konsep dan pola 
pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan 
pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat marasa aman, tertib dan 
tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Dimana faktor-faktor yang 
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dihadapi pada tatanan preventif secara teoritis dan tehnis Kepolisian yakni 
mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminologin (FKK)68  tidak 
berkembang manjadi Police Hazard (PH)69 yang muncul sebagai 
Ancaman Faktual (AF)70. Yang dalam hukum pidana diformulasikan, 
apabila niat dan kesempatan bertemu. Maka akan terjadi kriminalitas atau 
kejahatan. Oleh karena itu langkah preventif dari Kepolisian, adalah 
usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah 
bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi 
kejahatan atau kriminalitas71. Tugas-tugas Kepolisian dibidang represif, 
adalah mengadakan penyidikan atau kejahatan dan pelanggaran menurut 
ketentuan dalam undang-undang.Tugas represif tersebut sebagai tugas 
Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang 
dibebankan kepada petugas Kepolisian. 
 Tugas-tugas preventif dan represif tersebut pada tataran tertentu 
menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaaan polisi 
menjadi tidak mudah, pada satu sisi struktur sosial dalam rangka 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, disisi lain dihadapkan 
pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional. 
Kondisi demikian memberikan ciri khas pada pekerjaan Kepolisian, disatu 
sisi harus memelihara ketertiban dengan jalan memberikan pembinaan 
                                                          
 68FKK merupakan situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat 
menstimulir terjadinya PH dan AF. 
 69PH merupakan situasi dan kondisi yang sangat potensial untuk menjadi 
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
 70AF merupakan ancaman yang nyata dan terwujud dan bentuk gangguan 
keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kejahatan dan pelanggaran hukum. 
 71Ibid 
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dan pengayoman kepada masyarakat, dan disisi lain pemeliharaan 
ketertiban dilakukan dengan penegakan hukum yang berlaku. 
 Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi utama Kepolisian adalah 
menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong 
seseorang untuk berbuat lebih baik dari sekarang. Dalam artian bahwa 
fungsi menegakkan hukum pada Kepolisian harus dilakukan secara 
bergandengan dan beriringan dengan fungsi perlindungan, pengayoman 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
 
2. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penegakan Ketertiban  
 Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketertiban 
merupakan suatu kondisi yang teratur dan tertata dengan tidak adanya 
sesuatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban merupakan 
bagian dari keamanan. Kewenangan dibidang keamanan yang didasarkan 
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (UU Pemda) merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh 
pemerintah pusat yang berarti tidak didesentralisasikan kepada daerah 
dalam rangka otonomi daerah. hal ini berarti kewenangan dibidang 
keamanan sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat dalam hal ini 
presiden selaku eksekutif melalui lembaga vertikan yang ada di bawahnya 
yakni Kepolisian. Namun demikian kepala daerah berkewajiban untuk 
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerahnya, 
sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU Pemda. 
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 Tanggung jawab pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat yang diberikan kepada kepala daerah tidak terpisahkan dan 
berkaitan erat dengan pemeliharaan keamanan yang dilakukan oleh 
Kepolisian. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat sangat dipengaruhi 
oleh faktor keamanan, sehingga berhasil tidaknya pemenuhan kewajiban 
Pemerintah Daerah merupakan keberhasilan penyelenggaraan tugas 
pokok Kepolisian khususnya dalam penyelenggaraan pembinaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya kegagalan 
penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian di daerah akan menjadi tolak 
ukur tidak berhasilnya Pemerintah Daerah di bidang pemeliharaan 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat72.  Hal ini berarti bahwa ada satu 
tanggung jawab yang wajib dan harus dijalankan oleh kedua instansi 
tersebut secara bersama-sama. Pemerintah Daerah dan Kepolisian di 
daerah, dimana tidak mungkin bagi keduanya untuk menjalankan 
kewajiban dan tugas pokok tersebut secara terpisah. Dalam menjalankan 
kewajiban dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban tersebut 
diperlukan komunikasi dan kordinasi  serta saling mendukung dari kedua 
organ Negara tersebut.  
 Berdasar pada ikatan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan UU Pemda dan tugas pokok yang melekat pada 
Kepolisian menjadikan kedua lembaga tersebut mitra dalam 
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka dalam 
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penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
diperlukan adanya konsep terpadu antara Pemerintah Daerah dengan 
Kepolisian yang ada di daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadjijono 
bahwa diperlukan adanya rumusan Perda yang berkaitan dengan 
kewajiban dan tugas pokok tersebut yang melibatkan dua 
lembaga/instansi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, 
berkelanjutan dan tidak ada benturan satu dengan yang lain guna 
mewujudkan cita Negara dalam menjamin terpenuhunya hak warga 
Negara Indonesia.  
 Upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
tersebut dilaksanakan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Kepala Daerah baik berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala 
Daerah (Perkada), Surat Keputusan Kepala Daerah maupun tindakan-
tindakan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Berdasar pada Perda 
maupun perkada tersebut maka untuk menjaga eksistensi 
penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 
menyelenggarakan pelindungan masyarakat maka tugas Pemerintah 
Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) di daerah yang bersangkutan yang bertitik tolak pada langkah 
pembinaan dalam hal ini preventif bagi masyarakat. 
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B. Penanganan  Penegakan Keamanan dan Ketertiban oleh Pihak 
Kepolisian dan Pemerintah Daerah dari Sisi Administrasi Negara Di 
Kota Makassar 
 Berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa keamanan dan 
ketertiban merupakan hak yang wajib dipenuhi sebuah Negara hukum 
kepada masyarakatnya. Melalui pemerintahannya, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Bagir Manan73 bahwa kekuasaan penyelenggaraan 
pemerintahan ada yang bersifat umum dan bersifat khusus. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah 
menyelenggarakan administrasi Negara, yang meliputi lingkup tugas dan 
wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau kegiatan 
administrasi Negara. Luasnya lingkup tugas dan wewenang 
penyelenggaraan pemerintahan ini sejalan dengan semakin luasnya 
tugas-tugas dan wewenang Negara yang dapat dikelompokkan antara 
lain: a) penyelenggaraan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban 
umum; b) menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat 
menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lan; c) menyelenggarakan 
administrasi Negara di bidang pelayanan umum; d) menyelenggarakan 
administasi Negara di bidang kesejahteraan umum; dan lainnya.   
 Bila dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian NRI maka salah satu fungsi  yang diemban oleh 
Kepolisian masuk dalam kategori penyelenggaraan administrasi Negara 
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pada bidang keamanan dan ketertiban umum yang terjabarkan melalui 
fungsi preventif dan represif yang melekat pada Kepolisain. Demikian 
halnya dengan Kepolisian yang berada di daerah dalam hal ini dalam 
wilayah Kota Makassar sebagai wilayah pengawalan dari Kepolisian 
Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar yang membawahi empat 
belas Kepolisian Sektor (Polsek) yang masing-masing tersebar di empat 
belas kecamatan. Diantaranya Polsek Biringkanaya, Polsek Bontoala, 
Polsek Makassar, Polsek Mamajang, Polsek Manggala, Polsek Mariso, 
Polsek Panakukang, Polsek Rappocini, Polsek Tallo, Polsek Tamalanrea, 
Polsek Tamalate, Polsek Ujung Pandang, Polsek Ujung Tanah, dan 
Polsek Wajo. 
 Menanggapi persoalan keamanan dan ketertiban di Makassar 
maka berdasarkan hasil wawancara dengan Brikpol Reski Yospiah dan 
Brikpol Adi Jaya B, selaku Perwira Urusan Hukum pada Polrestabes 
Makassar bahwa fungsi Kepolisian yang mengacu pada Pasal 2 Undang-
Undang Kepolisian yang mana fungsi preventif yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian di Kota Makassar terkait tugas pokok Kepolisian dalam 
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan secara 
bersamaan dengan fungsi represif namun dalam penanganannya, 
Kepolisian diharuskan untuk mengedepankan penanganan secara 
preventif dan bila penanganan yang dilakukan secara preventif tidak lagi 
dapat mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan penanganan 
secara represif dalam hal ini penegakan hukum.  
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 Penanganan keamanan dan ketertiban secara preventif dilakukan 
dalam berbagai macam cara dalam bingkai Sistem Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat. Sebagaimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Bimbingan 
Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat  yang mengacu pada 
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian NRI bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat 
(Kamtibmas)74 adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah 
satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang 
ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum 
serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina 
serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam 
mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran 
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan 
masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. 
 Salah satu cara yang ditempuh untuk menciptakan kondisi tersebut 
adalah bimbingan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan 
tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok 
secara terus-menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku 
atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau 
masyarakat. 
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 Di Kota Makassar sendiri langkah preventif yang dilakukan mulai 
dari penyuluhan ke sekolah-sekolah, penambahan pos penjagaan, 
Kerjasama Kepolisian dengan Pemerintah Daerah maupun kerjasama 
Kepolisian dengan masyarakat. Namun ujung tombak dari langkah 
preventif Kepolisan ditempatkan pada keberadaan Bintara Pembina 
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS) selaku 
pengemban Perpolisian Masyarakat (Polmas). 
 Polmas (Community Policing) merupakan gaya perpolisian yang 
mendekatkan hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayaninya. 
Dalam Polmas keberadaan masyarakat bukan hanya sebagai obyek saja, 
akan tetapi menempatkan masyarakat sebagai subyek. Dengan 
begitu,diharapan masyarakat memiliki pemikiran yang berorientasi 
Kepolisian, yaitu ikut serta dalam menentukan upaya-upaya penciptaan 
keamanan di lingkungannya masing-masing. Menurut Satjipto Rahardjo 
bahwa Community policing tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, 
tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan. Adapun menurut 
Jenderal Sutanto, Community Policing adalah bentuk pemolisian sipil 
untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam 
masyarakat yang dilakukan dengan tindakan-tindakan: a) Polisi bersama-
sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau menyelesaikan 
masalah sosial (terutama masalah keamanan) yang terjadi dalam 
masyarakat; b) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa 
ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminilitas; c) Polisi lebih 
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mengutamakan pencegahan kriminalitas (crime prevention); dan d) Polisi 
senantiasa berupaya meningkatkan kualitas masyarakat75. Hal-hal inilah 
yang menjadi tugas dari Babinkamtibmas dalam membina masyarakat. 
 Selain itu, Babinkamtibmas juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh 
masyarakat yang berada di daerah setempat terkait apapun yang 
berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban pada lingkungan 
tersebut, termasuk dalam pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan 
(Siskamling) maupun dalam program Bimbingan Masyarakat (BIMMAS) 
dan program-program yang berkaitan dengan Sistem Keamanan 
Swakarsa (SISKAMSWAKARSA)76 sebagai bentuk penanganan preventif. 
Bila dalam kenyataannya ternyata penanganan preventif tidak mampu 
membendung persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi 
disuatu lingkungan hingga menimbulkan ketidaknyamanan dan 
ketidaktertiban maka atas nama hukum Kepolisian akan langsung 
menggunakan penanganan represif untuk menghentikan bahkan dapat 
menggunakan diskresi yang ada pada Kepolisian bila memang dinilai 
perlu.  
 Sebagaimana dalam  kasus begal atau pencurian dengan 
kekerasan  yang terjadi di kota Makassar, berdasarkan data yang 
diperoleh dari Polrestabes Makassar terjadi peningkatan jumlah kasus 
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Tawuran Antar Wargadalam Rangka Terwujudnya Harkamtibmas pada Pasis 
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 76 Hasil wawancara dengan Brikpol Reski Yospiah dan Brikpol Adi Jaya B, selaku 
Perwira Urusan Hukum pada Polrestabes Makassar pada Senin, 4 April 2016 
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dalam kurun waktu  tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2013 tercatat 280 
kasus, pada Tahun  2014  sebanyak  255 kasus dan pada Tahun 2015 
menjadi 313 kasus  dan tercatat 65 persen dari total pelaku berusia di 
bawah dua puluh tahun77.  Peningkatan jumlah kasus tersebut disebabkan 
oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan 
lingkungan serta pergaulan sebagaimana yang dikemukakan oleh Brikpol 
Adi Jaya B, namun faktor lingkungan dan pergaulanlah yang paling 
berpengaruh dalam kasus ini, untuk itu dibutuhkan keterlibatan dari semua 
pihak terutana keluarga78.   
Adapun penangananan yang dilakukan oleh Kepolisian secara 
preventif tetap menekankan pada peran dari Babinkamtibmas dengan (1) 
melakukan himbauan kepada masyarakat  akan pentingnya saling 
menjaga dan saling melindungi  antar warga; (2) meningkatkan langkah-
langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat 
memancing timbulnya niat maupum kesempatan terjadinya kejahatan; (3) 
memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana 
pencurian; (4) melakukan penyuluhan kepada warga agar berhati-hati saat 
berkendara dimalam hari; dan (5) melakukan pendekatan kepada tokoh-
tokoh masyarakat. Adapun penanganan  secara represif dapat dilihat dari 
jumlah kasus yang telah ditangani oleh kepolisian dalam kurun waktu tiga 
tahun terakhir. Pada Tahun 2013 tercatat 280 kasus  yang dilaporkan dan 
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yang berhasil ditangani oleh Kepolisian sebanyak  93 kasus, pada Tahun  
2014  sebanyak  255 kasus,  yang ditangani 223 kasus dan pada Tahun 
2015 dari  313 kasus  yang ditangani sebanyak 190 kasus79. 
Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas bahwa 
kewajiban pemeliharaan keamanan dan ketertiban bukan hanya 
diletakkan pada Kepolisian melalui undang-undang Kepolisian namun juga 
diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Pasal 65 ayat (1) huruf b 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa kepala 
daerah bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 
 Tugas kepala daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) yang ada di daerah, dalam hal ini Satpol PP 
Kota Makassar. Selain sebagai polisi penegakan Peraturan Daerah juga 
bertugas dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman. 
Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman yang dilakukan sebagai 
langkah preventif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
lingkungan. Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman di kota 
Makassar dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian 
dan TNI dalam bentuk Patroli Cipta Kondisi sebagai bentuk kesepakatan 
antara ketiga organ Negara tersebut yang biasa disebut dengan Tripika 
guna mendukung terlaksananya program walikota Makassar menjadikan 
Makassar Kota Dunia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Edwar 
Suprawan selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan  
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Daerah  dalam wawancaranya dengan peneliti80. Namun demikian 
kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan antara ketiga 
organ Negara tersebut tidak ada ikatan kerjasama yang terkoordinasi, 
terstruktur serta mengikat bagi lembaga-lembaga tersebut baik antara 
Pemerintah Daerah  dalam hal ini Satpol PP dengan Kepolisian maupun 
TNI. 
 Bila dikaitkan dengan fungsi dalam hal ini wewenang dan tugas 
pokok Kepolisian dalam memeliharaan keamanan dan ketertiban, maka 
kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Kepolisian dan TNI 
berdasar pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002  tentang Kepolisian NRI bahwa: 
 Ayat (1): 
“Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri 
didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling 
menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan 
umum, serta memperhatikan hierarki.” 
 Ayat (2): 
“Hubungan dan kerjasama di dalam negeri dilakukan terutama 
dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, 
lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan 
asas partisipasi dan subsidaritas.” 
Dari ayat (1) di atas, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian 
dengan Pemerintah Daerah didasarkan atas sendi-sendi hubungan 
fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan 
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kepentingan umum, serta memeperhatikan hierarki. Rumusan pasal ini 
menurut Sadjijono masih bersifat umum. Dikarenakan belum mengatur 
secara khusus terkait mekanisme dan kerjasama antara Kepolisian 
dengan Pemerintah Daerah. 
 Walau dalam hal ini, telah dilakukan kesepakatan bersama antara 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Kepala Kepolisian Negara RI 
(Kapolri) tentang penyelenggaraan dan pembinaan Keamanan, 
Ketenteraman dan ketertiban umum yang dituangkan dalam Memorandum 
of Understanding (MOU) No. 119/1527/SJ Tahun 2002 dan No.Pol.: 
B/2300/VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002. Dimana MOU tersebut 
dimaksudkan  untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur dan Kepala Kepolisian 
Daerah (Kapolda). Namun demikian perlu dipahami bahwa MOU 
merupakan nota kesepakatan yang tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Oleh karena itu, pengingkaran atas nota kesepakatan hanyalah 
berkaitan dengan saksi moral saja. 
 Bila dilihat dari sisi kewajiban kepala daerah sebagaimana yang 
diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah dimana salah-satu 
tugas dari Kepala Daerah adalah memelihara ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat dan disisi lain Kepolisian berdasarkan fungsi yang 
terjabarkan dalam tugas dan wewenangnya sebagaimana dalam Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI yakni: 
“Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) 
melihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan 
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hukum; c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat.” 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa apa yang menjadi tugas pokok 
Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
ada di daerah tersebut juga menjadi suatu kewajiban kepala daerah untuk 
menjalankannya. Disinilah letak persamaan kewajiban yang perlu diatur 
dengan lebih terstruktur  dan lebih konkrit yang merumuskan hubungan 
antara Kepolisian di daerah dengan Pemerintah Daerah dalam suatu 
ketentuan yang tegas dan mengikat. Ketentuan tersebut dapat dalam 
bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang diamanatkan 
dalam Pasal 42 ayat (4) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan 
Daerah (Perda) baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota untuk 
menjamin terpenuhinya hak masyarakat.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kepolisian selain sebagai organ dalam hal ini sebagai alat Negara juga 
di dipandang sebagai fungsi. Kepolisian sebagai organ atau 
diposisikan sebagai lembaga Negara yang berperan dalam menjaga 
keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum. Adapun 
Kepolisian sebagai fungsi, berarti berkaitan dengan tugas dan 
kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dalam penanganan 
keamanan dan ketertiban yang diwujudkan dalam bentuk fungsi 
preventif dan fungsi represif yang dijalankan secara bersamaan oleh 
Kepolisian.  Adapun tanggung jawab pemeliharaan ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat yang diberikan kepada kepala daerah tidak 
terpisahkan dan berkaitan erat dengan pemeliharaan keamanan yang 
dilakukan oleh Kepolisian. 
2. Penanganan penegakan keamanan dan ketertiban yang dilakukan 
oleh Kepolisian di daerah kota Makassar dalam hal ini Polrestabes 
Makassar bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Makassar 
didasarkan pada koordinasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
baik oleh Kepolisian maupun oleh Pemerintah Daerah tanpa adanya 
ikatan tegas terkait kesamaan kewajiban dalam pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban di kota Makassar. 
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B. Saran 
1. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden dan DPR 
untuk menindak lanjuti amanat Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI terkait pembentukan 
Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran teknis dari hubungan dan 
kerja sama yang dilakukan oleh Kepolisian. 
2. Diharapkan kepada Kapolda  Sulselbar dan Gubernur Sulawesi Selatan 
untuk menindak lanjuti MOU No. 119/1527/SJ Tahun 2002 dan 
No.Pol.: B/2300/VII/2002 tertanggal 17 Juli 2002. 
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk 
merumuskan hubungan kerjasama antara Kepolisian di daerah dalam 
hal ini Polrestabes Makassar dalam suatu ketentuan yang tegas dan 
mengikat dalam bentuk Perda maupun Perkada/Perwali. 
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